BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA

TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2)

Mengingat : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka Perlu diatur dan menetapkan Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat nomor 14
tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat .

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-

undang;



2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur,dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan,;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Udang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa;

10.  Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 30);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;



13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang
Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 6427);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang
Pemotongan,Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Peraturan Meteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan kerja,
Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua ;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 05
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Nomor 1) ;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Halmahera

Barat Nomor?2 );



MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT .

PASAL 1

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14 tahun 2022
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi
Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
diubah sebagai berikut :

e BAB II Bagian Ketiga mengenai besaran Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat dan Anggota BPD pada Pasal 5 dicabut/diubah sehingga secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besaran penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa

diberikan dengan besaran sebagai berikut:

a. Kepala Desa, sebesar Rp. 2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) perbulan;
b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua
puluh lima ribu rupiah) perbulan;
c. Perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut :
1. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.025.000,00 ( dua juta dua puluh
lima ribu rupiah) perbulan.
2. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.025.000,00 ( dua juta dua puluh
lima ribu rupiah) perbulan.
3. Kepala Dusun / Soa sebesar Rp. 2.025.000,00 ( dua juta dua

puluh lima ribu rupiah) perbulan.



PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Ditetapkan di Jailolo )
Pejabat vl Pada tanggal 17 Tebrari 2023

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Pem dan kesra fg% 93,
4
i
/

BUPATI HALMAJNERA BARAT,

Kepala BPKD

Kepala DPMPD

Kabag.Hukum & Organisasi JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo ,
pada tanggal 1% TFebrvan 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAHRIL ABD. RADJAK
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

Nip. 19730128 2006 04 1 009



